
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MOROWALI UTARA 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MOROWALI UTARA 

NOMOR 20 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR ELECTRONIC PEJABAT PENGELOLA 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA 

TAHUN 2025 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan 

pelayanan serta Permintaan Informasi Publik yang 

diajukan secara tertulis melalui media elektronik 

berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 22 Tahun 2023, perlu menunjuk Admin 

dan Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Morowali Utara; 

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Morowali Utara tentang Penunjukan Admin 

dan Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Morowali Utara; 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 

2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENUNJUKAN 

ADMIN DAN OPERATOR ELECTRONIC PEJABAT 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MOROWALI UTARA TAHUN 2025. 
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KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Electronic Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (E-PPID): 

1. Nama    : Aspik Ratna Tuanderi, S.H 

Nip        : 19850401 201012 2 003 

Jabatan : Admin E-PPID 

2. Nama    : Irawati 

Nip        : 19920407 202521 2 012 

Jabatan : Operator E-PPID 

KEDUA : Admin dan Operator E-PPID bertugas mengelola  pelayanan 

informasi Publik melalui Electronic Pejabat Pengelola 

Informasi Publik (E-PPID) 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Kolonodale 

pada tanggal 3 Juli 2025 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MOROWALI UTARA, 

ttd. 

ANDI MOHAMMAD AHKAM 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MOROWALI UTARA 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 
dan Hukum,  
 
 
Mansur 
 

 

 

 

 

 


